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MISI 3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian 

Desa. 

Kegiatan Penyelesaian 
Sengketa Tanah Garapan 
Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

Rp.442.173.840,

- 

Persentase penyelesaian sengketa 
tanah garapan  

Target 65% 

Program Penyelesaian 
Sengketa Tanah Garapan 

Sub Kegiatan Mediasi 
Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 

Kegiatan Penyelesaian 
Masalah Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp.4.744.828.711,- 

Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan 
tanah untuk Pembangun dalam santunan 

Target 55% 

Program Penyelesaian 
Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah Untuk 
Pembangunan 

Sub Kegiatan Penetapan 
Daftar Masyarakat 
Penerima Santunan Tanah 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota; 

 

 

Kegiatan Penetapan Subjek dan 
Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti 
Kerugian Tanah Kelebihan 
Maksimum dan Tanah Absentee 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota; 

 

Rp.237.672.000,- 

Persentase Jumlah objek tanah  yang 
Redistribusi yang terealisasi 

Target 65% 

Program Redistribusi Tanah, 
Serta Ganti Kerugian Program 

Tanah Kelebihan Maksimum dan 
Tanah Absentee 

Inventarisasi dan 
Rekomendasi Objek 
Redistribusi Tanah; 

 

 

Kegiatan Penyelesaian 
Masalah Tanah Kosong; 

 

 

Rp.176.999.300,- 

Persentase tertanganinya tanah 
kosong didalam  1 (satu) Daerah 

Kabupaten 
Target 65% 

Program Pengelolaan 
Tanah Kosong 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyelesaian 
Tanah Kosong di dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota; 

 

 

Kegiatan Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya dalam 
satu Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Rp.1.112.115.935,- 

Persentase Penatagunaan tanah 
yang tertera dengan baik 

Target 60% 

Program Penatagunaan 
Tanah 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah; 

2. Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi 
Tanah Kabupaten/Kota. 

 

Sasaran OPD 
Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan didukung 

peningkatan tertib administrasi pertanahan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

SASARAN RPJMD 
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan yang berkualitas 

SASARAN 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap 


